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Abstrak
 

Sumatra Barat memiliki banyak tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat

hukum adat, baik itu milik suku ataupun kaum tertentu. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik

pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tanah ulayat di Indonesia dan

menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb.

memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan proses

pendaftaran Sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan Kaum dan Mamak Kepala Waris dianggap telah cacat

hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau. Penelitian ini juga menemukan bahwa sengketa

dalam Putusan yang ditelaah terjadi karena kekeliruan mengenai asal-usul ojek sengketa, yaitu satu hal yang

umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat

mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

......West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law

communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land

conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the

decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary

rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated

that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head

of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This

study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a

thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation.
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